
 
 

 

WALIKOTA PANGKALPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

 

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG 

NOMOR 2 TAHUN 2021 

 

TENTANG 

 

TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PANGKALPINANG, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap besaran tunjangan 

perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, perlu 

menyesuaikan besaran tunjungan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud  dalam huruf a, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang; 

 

 
Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang 

Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1956 Nomor 55), Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara 



Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat 

Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 57), tentang pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam 

lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3851); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang 

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

4738); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 

8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun  2017 Hak Keuangan 

dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2017 Nomor 6); 



9. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2015 Nomor 10); 

10. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran 

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran 

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1); 

 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN ANGGOTA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG. 

 
 

BAB I KETENTUAN 

UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang. 

2. Pemerintah Kota adalah walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 



3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang. 

5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai 

anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

6. Tunjangan perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan 

Anggota DPRD Kota Pangkalpinang. 

 

BAB II 

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH 

 
Pasal 2 

Dalam hal Pemerintah Kota Pangkalpinang belum dapat menyediakan rumah dinas 

Pimpinan dan Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan 

perumahan setiap bulan dalam bentuk uang termasuk pajak yang dipotong dan 

dibebankan kepada masing-masing yang menerima tunjangan. 

 
Pasal 3 

Standar harga setempat yang berlaku untuk pembayaran tunjangan perumahan 

untuk: 

a. Jabatan Ketua ditetapkan sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah); 

b. Jabatan Wakil Ketua ditetapkan sebesar Rp14.200.000,- (empat belas juta dua 

ratus ribu rupiah); dan 

c. Jabatan Anggota ditetapkan sebesar Rp13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus 

ribu rupiah). 



 
 

Pasal 4 

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada 

Pimpinan DPRD dan seluruh Anggota DPRD setiap bulan, terhitung mulai bulan 

Januari 2021. 

 
Pasal 5 

Segala biaya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

 
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pangkalpinang 

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 

2015 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



 

Pasal 7 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang. 

 
Ditetapkan di Pangkalpinang pada 

tanggal 5 Januari 2021 

WALIKOTA PANGKALPINANG 

 
dto 

 
 

MAULAN AKLIL 

 
Diundangkan di Pangkalpinang pada 

tanggal 5 Januari 2021 

SEKRETARIS DAERAH KOTA 

PANGKALPINANG, 

 
dto 

 
 
RADMIDA DAWAM 

 
BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021 NOMOR 2 


